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Yth.  Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

di- Jakarta 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Perwakilan 

Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat pada triwulan I dan memenuhi target kinerja tahun 2021 

(Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/ Jasa Kemenkumham Unggul 

(SIPASTIKU), bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pelaksanaan Pengadaan 

Barang Jasa Melalui SIPASTIKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi 

Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan monitoring dan evaluasi. 

Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

 

Penanggung Jawab Perwakilan UKPBJ 
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,  
  
 
  
 
 
Mutia Farida 
NIP. 196707111993032001 

 

 
 
Tembusan : 
1.  Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I; 
2.  Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I; 
3.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.  
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LAPORAN 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA MELALUI SIPASTIKU 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021 
 
 

A. Pendahuluan 
 

1. Umum 

Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah 

  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah amanat ketentuan Pasal 91 

ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut 

tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa, selanjutnya tentang UKPBJ diatur dalam 

Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 

tentang UKPBJ. Peraturan LKPP tersebut diterbitkan dalam rangka menjamin 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, 

kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah. 

  Dalam rangka melaksanakan Peraturan LKPP tersebut, UKPBJ Kementerian 

Hukum dan HAM RI membentuk Perwakilan UKPBJ di setiap Kantor Wilayah 

(Permenkumham Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Pengadaan Barang Dan Jasa di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM), guna mendorong perwujudan nilai tambah 

dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dan etika 

pengadaan.  Berkaitan dengan hal tersebut Perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa (UKPBJ) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sedang 

berproses melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya mendorong penciptaan 

nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam proses 

perbaikan tersebut Perwakilan UKPBJ Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi 

Barat selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan  UKPBJ Kementerian Hukum dan 

HAM (Biro Pengelolaan Barang Milik Negara).  

http://sulbar.kemenkumham.go.id/
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Secara struktur organisasi dapat digambarkan Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai berikut : 

 

Struktur Organisasi Perwakilan UKPBJ  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 

 

Dalam proses pengadaan barang dan jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat, Perwakilan UKPBJ Sulawesi Barat belum memiliki fungsional Barang dan 

Jasa, sehingga menggunakan Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Barang dan Jasa 

(sejumlahh 9 orang) sebagaimana dalam tabel  1, Daftar Pegawai  yang bersertifikat Barang 

dan Jasa. 

Saat ini telah ada 2 (dua) orang CPNS formasi jabatan PEngelola Barang dan Jasa, dengan 

harapan tahun 2022 setelah diangkat PNS yang bersangkutan juga telah memiliki sertifikat 

Barang dan Jasa untuk diarahkan sebagai Pejabat Fungsional Barang dan Jasa, untuk 

mengakomodir kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan pelaksananya 

adalah Tenaga Fungsional Barang dan Jasa. 

Aplikasi SIPASTIKU 

SIPASTIKU merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan 

Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul. SIPASTIKU adalah instrument  dengan 

dukungan data dan aplikasi yang terintegrasi guna menunjang kinerja UKPBJ yang cepat, 

transparan, akuntabel, dan tepat waktu, untuk mewujudkan tata Kelola pengadaan barang dan 

jasa yang berbasis teknologi . 

Perwakilan UKPBJ Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat telah menggunakan aplikasi 

SIPASTIKU ini dalam pengelolaan proses  pengadaan barang dan jada di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. 

Kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIPASTIKU di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdokumentasi dalam penyajian 



laporan ini dengan bentuk screenshoot  dalam lampiran laporan ini 

Layanan SIPASTIKU meliputi : 

1. Permintaan Pokja Pemilihan dari seluruh satker melalui Sekretariat perwakilan kepada 

Kepala UKPBJ; 

2. Sebagai media pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Kemenkumham; 

3. Media monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.



Tabel 1. 
Daftar Pegawai yang bersertifikat Barang dan Jasa 

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 
 

NO NAMA/NIP Pangkat/ Gol Jabatan 
Unit/Kanwil/ 

UPT 
Pendidikan Status No. Sertifikat/ Tanggal 

1. 
Andi Hermin, SE. SH 
196309071990032001 

Pembina Tk. 
I (IV.b) 

Kepala Bidang Hukum Kanwil 
Sarjana Hukum 

 (S1) 
Aktif sebagai Pokja 

111215022910636 / 29 
November 2012 

2. 
Abdullah, SH. MH 
197311141992031001 

Pembina Tk. 
I (IV.b) 

Kepala Bidang 
Pelayanan Hukum 

Kanwil 
Magister Hukum 

(S2) 
Aktif sebagai Pokja 

021214310881785 / 24 
Februari 2012 

3. 
Munir, S.Pd. M.Si. 
197001021990031002 

Pembina Tk. 
I (IV.b) 

Kepala Bidang HAM Kanwil 
Magister Sains 

(S2) 
Aktif sebagai Pokja 

031026561558025 / 21 
April 2010 

4. 
Alias Dennu, SH.MH 
197212311998031001 

Penata Tk. I 
(III/d) 

Kepala Subbag Tata 
Usaha 

Kanim Kelas II 
Non TPI 
Mamuju 

Magister Hukum 
(S2) 

Aktif PPK  
031010837555470 / 7 

Januari 2015 

5. 
Sudarsono, SH 
198306302009011003 

Penata 
(III/c) 

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, TU, dan 

RT 
Kanwil 

Sarjana Hukum 
 (S1) 

Aktif PPK 
021794359003720 / 24 

Februari 2017 

6. 
Albar, S.Sos. 
197209071993031001 

Penata 
(III/c) 

Kepala KPLP Lapas 
Lapas Kelas II 

Polewali 
Sarjana Sosial 

(S1) 
Aktif sebagai Pokja 

050920675530902 / 28 
Mei 2009 

7. 
Ifdal Trisdianto, S.S. 
198703032009121004 

Penata 
(III/c) 

Kepala Urusan 
Kepegawaian 

Kanim Kelas II 
Non TPI 
Polewali 

Sarjana Sosial 
(S1) 

Aktif sebagai Pokja 
111215122910677 /  29 

November 2012 

8. 
Wahyu Afriadam, SE. 
198604152010121004 

Penata 
(III/c) 

Penyusun Laporan 
Keuangan 

Kanwil 
Sarjana 
Ekonomi 

(S1) 

Aktif sebagai 
Pejabat Pengadaan 

111215273910727 / 29 
November 2012 

9. 
Joko Aribowo, SH 
198710242007031001 

Penata 
Muda Tk. I 

(III/b) 

Analis Program 
Bimbingan 

Kanwil 
Sarjana Hukum 

(S1) 
Aktif sebagai Pokja 

101106350670029 / 17 
November 2011 



 Perbaikan  untuk  tata Kelola yang baik Perwakilan UKPBJ Kanwil Kemenkumham 

Sulawesi Barat  selalu dilakukan.  Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan 

UKPBJ,  Tahun 2021  pelaporan pelaksanaan UKPBJ menjadi target kinerja yang harus 

dipenuhi (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.PR.01.03 

TAHUN 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021)  

  Oleh karena itu berikut kami sajikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa 

melalui SIPASTIKU yang dilaksanakan oleh Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. 

 
2. Maksud dan tujuan 

Maksud  

Maksud pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa ini adalah melaksanakan 

ketentuan : 

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit 

Pengadaan Barang Dan Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 

b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK-24-

02.03 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Pengadaan Barang Dan Jasa di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM 

Tujuan 

penyusunan laporan ini bertujuan memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh 

kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM, untuk mewujudkan : 

a. kualitas pelaporan UKPBJ; 

b. nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

prinsip dan etika pengadaan 

3. Ruang lingkup 

Ruang lingkup pelaporan ini adalah seluruh kegiatan pengelolaan pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan melalui Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat 

4. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara R.I Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran 

Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355; 



c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 6 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 16 

Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di Lingkungan 

Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 

14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); 

g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-24.PB.02.03 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

h. Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.4-

26.PB.02.03 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Perwakilan pada 

Unit Eselon I dan Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

SIPASTIKU : 

1. Melakukan inventarisasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, berkoordinasi dengan Satuan 

kerja terkait ; 

2. Perencanaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat; 

3. Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

4. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat; 

5. Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Layanan Sarana Internal; 

 

KESEKRETARIATAN UKPBJ : 

1. Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 



2. Rapat Virtual bersama dengan tim Sekretariat UKPBJ Pusat membahas Belanja modal 

Penambahan penambahan nilai Gedung Kantor Wilayah dan Rehabilitasi Kantor Wilayah 

yang dilakukan oleh Kementerian PUPR 

3. Memonitoring progres Pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi OM-Span untuk 

memantau realisasinya; 

4. Rapat Sekretariat Perwakilan UKPBJ untuk pembahasan pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. 

 

 
C. Hasil yang Dicapai 

1. Tersusunnya Rencana Pengadaan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat 

2. Terwujudnya gambar rencana rehab Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat (proses pemilihan Penyedia tergambar dalam 

screenshoot SIPASTIKU), mengingat kondisi pasca gempa, dimungkinkan ada beberapa 

perubahan gambar, menyesuaikan dengan kondisi pasca gempa. 

3. Terpilihnya Penyedia Bahan Makanan Warga Binaan melalui pemilihan yang dilakukan 

oleh Kelompok Pemilihan (Pokmil) yang ditentukan oleh UKPBJ Kementerian Hukum dan 

HAM, yang telah mewujudkan penyediaan bahan makan Warga Binaan mulai januari 

2021.  

4. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dengan hasil : 

- tersedianya pakaian dinas pegawai dan mitra kerja 

5. Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Layanan Sarana Internal, dengan hasil : 

Terlaksananya pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin komponen Pengadaan 

Kendaraan Bermotor telah selesai dilaksanakan menggunakan metode e-purchasing (e-

katalog), dengan hasil : 

- tersedianya 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 untuk mobil dinas Kepala Kantor Wilayah 

- tersedianya 2 (dua) unit kendaraan roda 4 untuk mobil dinas operasional kantor 

 

Kesekretariatan : 

1. Hasil dari koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rehabilitasi Gedung Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, gambar perencanaan akan 

dilakukan beberapa perubahan sesuai kondisi pasca rehabilitasi akibat gempa, lelang 

pengadaan pelaksanaan rehab Gedung dilaksanakan setelah semua pekerjaan rehb 

pasca gempa yang dilaksanakan PUPR selesai. 



2. Rapat Virtual bersama dengan tim Sekretariat UKPBJ Pusat membahas Belanja modal 

Penambahan penambahan nilai Gedung Kantor Wilayah dan Rehabilitasi Kantor Wilayah 

yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, dengan hasil gambar perencanaan tetap bisa 

diserahterimakan, pelaksanaan menunggu semua rehab oleh PUPR selesai 

dilaksanakan; 

3. Hasil monitoring progres Pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi OM-Span adalah untuk 

memantau progres realisasi anggaran, hasilnya adalah dokumen ralisasi anggaran ; 

4. Hasi Rapat Sekretariat Perwakilan UKPBJ untuk pembahasan pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang 

belum terlaksana di triwulan I, akan dilaksanakan periode berikutnya : 

 belanja peralatan dan mesin (melalui e-purchasing) : laptop (14), computer editing (1), 

LCD Projector , printer laserjet, scanner fujitsu, kamera udara, perekam suara, 

eksternal portable hardisk, smart tv 40” 

 belanja peralatan dan mesin : AC 2 PK (3), meja bundar, kursi VIP, sofa vip, meja kerja 

(8), vacuum cleaner , kulkas (4), meja rapat (4) 

 

Permasalahan : 

Pengadaan Barang dan jasa yang menggunakan metode e-purchasing (e-katalog) tidak 

dapat dilakukan pencatatan pada aplikasi SPSE sehingga datanya tidak dapat dimunculkan 

pada aplikasi Sipastiku 

 

D. Simpulan dan Saran 
 
Simpulan 

1. Semua pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Perwakilan UKPBJ Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melalui aplikasi SIPASTIKU 

2. Pengadaan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Gedung dan kantor dilaksanakan setelah 

rehab yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR (terdampak gempa) selesai 

dilaksanakan; 

3. Proses pengadaan barang yang belum dilaksanakan pada triwulan I akan dilaksanakan 

pada periode berikutnya; 

4. telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan beberapa permasalahan pengadaan 

barang dan jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. 

Saran : 

1. untuk mencukupi kebutuhan tenaga fungsional barang dan jasa, perlu dilaksanakan Diklat 

Barang dan Jasa bekerjasama dengan LKPP melalui UKPBJ Kementerian Hukum dan 

HAM; 



2. perlu dilakukan evaluasi mengenai permasalahan tidak dapat dilakukannya pencatatan pada 

aplikasi SPSE sehingga datanya tidak dapat dimunculkan pada aplikasi Sipastiku. 

 
 
 

E. Penutup 

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan periksa dan atas perkenannya kami 

ucapkan terima kasih. 

 
 

Dibuat di    Mamuju 
Pada tanggal   23 Maret 2021 

  
Penanggung Jawab Perwakilan UKPBJ 
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,  
  
 
  
 
 
Mutia Farida 
NIP. 196707111993032001 
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SCREENSHOOT PROGRESS PELAKSANAAN PAKET PENGADAAN PADA APLIKASI 
SIPASTIKU 
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1. Perencanaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Kanwil Kemenkumham 

Sulawesi Barat 
 
a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Pengadaan Bahan Makanan WBP di Cabang Rumah Tahanan Negara Mamasa 

 
a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

3. Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 
III Mamuju T.A. 2021 
 
a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

 
 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan  
 
 



3. Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III 
Mamuju T.A. 2021 

 
a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pengadaan Bahan Makanan dan Air Minum bagi Tahanan / Narapidana Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Mamuju TA 2021 
 

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan 

 



 
5. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit di Lembaga Pemasyarakatan Polewali 

 

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan  
 

 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan 

 



 
6. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit di LPKA Mamuju 

 

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 
 

 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan  
 

 
 
 



 
7. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit di RUMAH TAHANAN KELAS IIB 

PASANGKAYU 
 

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit di Rumah Tahanan Negara Majene 

 

a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 
 

 
 
 

b. Laporan Progress Pekerjaan  
 

 



 
 

9. Tabel Posisi PBJ 
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